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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan 

secara etimologi atau bahasa diambil dari kata zawaja yang berarti pasangan 

dan nakaha yang berarti menghimpun. Secara singkat pernikahan atau 

perkawinan dari segi bahasa dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang 

menjadi satu (berpasangan).1 Melalui perkawinan ini menjadikan dua insan 

yang semulanya hidup sendiri-sendiri kemudian dipertemukan oleh Allah 

SWT. untuk menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi 

satu sama lain. Pengertian pernikahan juga tercantum di dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yang mana isinya adalah “Perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (mitsaaqon gholiidhan) 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan dari 

asal kata kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersuami 

atau beristri yang juga dimaknai dengan menikah. Sedangkan pengertian dari 

perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

 
1 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Cet. Pertama, Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 1.  
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seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Para ahli mendefinisikan perkawinan anatara lain sebagai berikut:2 

1. Menurut Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan 

kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-

menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. 

2. Duvall dan Miller mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara 

pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan 

seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling 

mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri. 

3. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup 

yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara 

formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan sebagai suami istri yang telah diakui secara sah dalam agama dan 

masyarakat untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. 

 

 
2 Eryanto Pagaftu Yuanda, Skripsi Thesis: “Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan di 

Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Medan: 

Universitas Dharmawangsa, hlm. 14. 
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Adapun asas-asas dalam perkawinan secara umum berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi:3 

1. Asas ikatan lahir batin 

Ikatan lahir batin merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita yang 

menjadi suami istri secara lahir (badan) dan batin (psikologis). Antara suami 

istri terjalin ikatan yang mengharuskan seorang suami untuk memberikan 

nafkah batin berupa sandang, pangan, dan papan terhadap istrinya. 

Sedangkan secara batin meliputi kebutuhan secara psikologis baik oleh 

suami maupun istri. 

2. Asas keluarga yang bahagia dan kekal 

Dalam setiap perkawinan atau pernikahan tentu diharapkan dapat menjadi 

sebuah keluarga yang senantiasa bahagia dan menjadi keluarga yang kekal 

sampai akhir hayat mereka.  

3. Asas sahnya perkawinan berdasarkan kepercayaan masing-masing 

Sah atau tidaknya suatu perkawinan tentu harus berdasarkan ketentuan 

dalam agama masing-masing sebagaimana Indonesia yang menjunjung 

tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan sila pertama dalam Pancasila. 

Anjuran-anjuran untuk menikah di dalam agama Islam sendiri 

termaktub pada Al-Qur’an dan juga hadits. Salah satu anjuran menikah terdapat 

dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa menikah dapat 

 
3 Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974”, Fakultas Hukum Universitas Madura: Jurnal Yustitia, Vol. 19 Nomor 1 Tahun 2018, 

hlm. 90. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341 diakses pada 9 

November 2023. 

http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341
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memberikan ketentraman hati serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah 

SWT. 

اِن   فِي    ۗ مَة    رَح  وَد ة   و  ا اِليَ هَا  وَجَعَلَ  بيَ نكَُم   م  كُنوُ ْٓ ا لِِّتسَ  وَاج  ن   انَ فسُِكُم   ازَ  ْٓ  انَ   خَلقََ  لكَُم   مِِّ  وَمِن   اٰيٰتِه 

نَ  م   ي تفَكَ رُو  يٰت   لِِّقوَ   ذٰلِكَ  لََٰ

Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 

Sebagaimana tercantum di dalam QS. Ar-Rum (21), bahwa dengan 

menikah akan menimbulkan rasa tentram dan menjadikan cinta dan rasa kasih 

sayang di antara dua insan. Perasaan-perasaan ini kemudian menjadi sebuah 

dorongan yang besar untuk seseorang beribadah kepada Allah SWT. 

Kemesraan oleh suami istri ini dipandang sebagai sebuah katalisator untuk 

perkembangan jiwa mereka. 

Pernikahan atau perkawinan kemudian dapat dikatakan sah apabila 

dilaksanakan sesuai hukum agama dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Berdasarkan hukum agama islam, pernikahan haruslah dilakukan 

dengan ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai 

penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki dan qabul yaitu ucapan pengantin 
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laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.4 Apabila ijab qabul tidak 

dilakukan sesuai dengan ketentuannya maka pernikahan tidak dapat dikatakan 

sah. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di 

dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa “Undang-undang memandang soal 

perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”, hal ini bermakna 

bahwa perkawinan sah hanya apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ada. 

Di Indonesia, secara umum perkawinan di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau dapat disebut dengan UUP. 

Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

mengatur batas usia minimal menikah yaitu bagi pria maupun wanita harus 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.  

Pada saat ini, banyak terjadi fenomena di mana wanita maupun pria 

menikah sebelum memasuki usia minimal yang telah ditentukan undang-

undang. Fenomena ini kemudian dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan 

dini ini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang 

memiliki umur terbilang muda untuk melakukan sebuah pernikahan. Umur 

yang terbilang muda yang dimaksud adalah saat seseorang masih dalam usia 

pubertas yakni usia antara 10-19 tahun.5 Sehingga apabila seseorang yang 

 
4 Universitas Islam An-Nur, Ijab Kabul dalam Pernikahan, Lampung. https://an-

nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/ diakses pada 11 Juli 2023. 
5 Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini”, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, 

Gender dan Agama, Vol. 13 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2019, hlm. 18. 

https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-

Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10

e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf diakses pada 9 September 2023. 

https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/
https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/
https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf
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melakukan ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah 

tangga atau melakukan perkawinan dapat disebut sebagai pernikahan dini. 

Penyebab dari terjadinya pernikahan dini antara lain karena sosial budaya, 

ekonomi, pendidikan, dan agama.6  

Sebagaimana di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP) 

menjelaskan bahwa syarat perkawinan antara lain: 

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita sudah berusia 19 

tahun. 

2. Jika pria maupun wanita yang hendak menikah dibawah batas usia maka 

dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. 

3. Pria maupun wanita yang akan menikah tetapi di bawah batas usia minimal 

harus mendapatkan izin dari orangtua/wali. 

Selanjutnya, apabila seorang wanita ataupun pria yang ingin menikah 

namun belum memenuhi batas usia minimal dalam hal ini beragama Islam, 

maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. 

Ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Pengertian dispensasi kawin ini menurut Peraturan 

Mahkamah Agung  (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 5 adalah 

 
6 Adinda Hermambang et.al., “Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di 

Indonesia”, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 16 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 2. 

https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki diakses pada 9 September 2023. 

https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki
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pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum 

berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. 

Lebih lanjut, seiring bertambahnya jumlah permohonan dispensasi 

kawin terdapat alasan-alasan yang memengaruhinya antara lain, yang pertama 

yaitu kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil dan 

pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina. Kedua adalah tingkat 

kemiskinan atau faktor ekonomi masyarakat. Dan ketiga ialah dijodohkan.7  

Setiap individu memiliki alasan-alasan tersendiri untuk mengajukan 

dispensasi kawin, alasan secara hukum adalah agar diperoleh pengakuan secara 

nasional dan sah terkait status perkawinannya. Adapun faktor nyata yang 

terjadi di masyarakat adalah kehamilan di luar nikah. Pengajuan permohonan 

dispensasi kawin oleh pemohon dikarenakan menginginkan status dan 

kedudukan yang jelas untuk anak secara hukum.8 

Pada penelitian ini, tempat yang menjadi subjek penelitian adalah 

Pengadilan Agama Lubuklinggau. Pada Pengadilan Agama Lubuklinggau 

sendiri tercatat pengajuan permohonan dispensasi kawin dari  bulan Januari 

tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2023 adalah sebanyak 1.971 

permohonan dengan jumlah permohonan yang diputus sebanyak 1.887 

 
7 Muhammad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di 

Pengadilan Agama Panyabungan”, Syari’ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law. 

Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 6. 

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611 diakses pada 6 Oktober 2023. 
8 Naufa Salsabilah dan Hariyo Sulistyantoro, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya”, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 2 Nomor 

6 Tahun 2021, hlm. 1110. https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/248/408 

diakses pada 6 Oktober 2023. 

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611
https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/248/408
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permohonan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin ini didominasi dengan 

anak perempuan sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Adapun yang 

menjadi alasan para pihak mengajukan dispensasi kawin antara lain karena 

anak perempuan yang menjadi calon istri sudah hamil sebelum menikah 

sehingga permohonan ini pun diajukan demi kepastian hukum bagi anak yang 

akan menikah tersebut. 

Dari 1.887 permohonan yang telah diputus, kebanyakan permohonan 

tersebut dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan hakim sang anak yang 

ingin menikah tidak atas paksaan orang tua atau pihak lainnya serta atas 

pertimbangan-pertimbangan lain selama persidangan berlangsung.9 Sedangkan 

kebanyakan permohonan ditolak antara lain karena pada saat persidangan, 

saksi yang dihadirkan memberikan kesaksian berupa pernikahan terpaksa 

dilaksanakan karena takut membuat fitnah dan sang anak melakukan zina lebih 

jauh. Maka dari itu, atas pertimbangan hakim pula lah permohonan tersebut 

ditolak. 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya dibuat untuk melindungi dan 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orangtuanya 

mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak tersebut. Namun, seiring 

meningkatnya kasus pengajuan dispensasi kawin dari tahun ke tahun 

menimbulkan pertanyaan antara lain apakah pemenuhan hak anak dalam 

 
9 Pengadilan Agama Lubuklinggau, Data Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin 2023. 
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perkawinan dapat dilaksanakan oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan 

Agama Lubuklinggau. Meskipun perkawinan di bawah umur dapat 

mengajukan dispensasi kawin, pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan 

juga penting untuk dipertimbangkan. Walaupun anak yang menjadi calon isteri 

masih berstatus sebagai anak, lantas tidak menyebabkan hilangnya hak anak 

untuk mendapatkan haknya dalam suatu perkawinan. 

Pada Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG bahwa Pemohon I dan 

Pemohon II sebagai walinya hendak menikahkan anak pemohon yaitu 

Perempuan berusia 15 tahun dengan anak Pemohon III dan  Pemohon IV yaitu 

Laki-Laki berusia 14 tahun. Dalam duduk perkaranya, bahwa secara umum 

syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon tersebut 

dengan ketentuan Islam telah terpenuhi. Bahwa anak Pemohon I, II, III, dan IV 

belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan 

penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

sehingga pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon ditolak oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama setempat. 

Adapun alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin ini 

dikarenakan anak para Pemohon I, II, III, dan IV telah menjalin hubungan yang 

sangat dekat dan intim (pacaran) dan karena kedekatannya ini kedua anak 

tersebut telah berhubungan badan dan hamil 13 (tiga belas) minggu. Maka dari 

itu dibutuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan para pemohon agar 

jelas status hukum pernikahan anak para pemohon dan bayi yang dikandung. 
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Dari latar belakang sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menelaah bagaimana pemenuhan hak anak terutama hak anak perempuan 

dalam perkawinan melalui dispensasi kawin ini dapat dijalankan. Maka dari 

itu, penulis ingin membahas permasalahan hukum tersebut dengan judul 

“Pemenuhan Hak Anak Perempuan Dalam Perkawinan Melalui 

Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/Pa.Llg)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, 

maka adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim atas penetapan hakim yang memberikan 

pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi 

kawin sebagaimana dalam Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG? 

2. Bagaimana akibat hukum dalam dispensasi perkawinan berkaitan dengan 

pemenuhan hak anak perempuan sebagai pihak yang melakukan 

permononan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 

424/Pdt.P/2023/PA.LLG? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim atas penetapan hakim yang 

memberikan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui 

dispensasi kawin sebagaimana dalam Penetapan Nomor 

424/Pdt.P/2023/PA.LLG 

2. Untuk menganalisis akibat hukum dalam dispensasi perkawinan berkaitan 

dengan pemenuhan hak anak perempuan sebagai pihak yang melakukan 

permononan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 

424/Pdt.P/2023/PA.LLG 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah ilmu 

pengetahuan dan berguna untuk mahasiswa yang ingin menjadikan skripsi 

ini sebagai referensi tambahan di bidang ilmu hukum terkait dengan 

pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi 

kawin. 

2. Secara Praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

para akademisi, praktisi-praktisi, maupun para pihak yang terkait dengan 

penerapan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui 

dispensasi kawin. 
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E. Ruang Lingkup 

Pemenuhan hak anak perempuan untuk mendapatkan hal yang 

sepatutnya mereka terima dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh 

pengadilan agama tertuang di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Selain 

daripada pemenuhan hak anak yang tercantum di dalam peraturan, 

pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Lubuklinggau juga menjadi 

lingkup dalam pembahasan penulisan ini terhadap Penetapan Nomor 

424/Pdt.P/2023/PA.LLG. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah struktur konseptual yang  digunakan dalam  

penelitian untuk menghubungkan konsep-konsep utama dan pemahaman yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Konsep Perkawinan 

Perkawinan dapat dikatakan sah sebagaimana dalam UUP Pasal 2 

ayat (1) berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Di dalam hukum 

agama islam, pernikahan atau perkawinan harus dilakukan dengan ijab serta 

qabul yaitu ijab merupakan ucapan wali dari pihak perempuan atau 
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wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki dan qabul 

yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.10  

Sedangkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP) 

menjelaskan bahwa syarat perkawinan antara lain: 

a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita sudah berusia 

19 tahun. 

b. Jika pria maupun wanita yang hendak menikah dibawah batas usia maka 

dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. 

c. Pria maupun wanita yang akan menikah tetapi di bawah batas usia 

minimal harus mendapatkan izin dari orangtua/wali. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan 

bahwa hukum diterapkan, bahwa mereka yang berhak atas hak berdasarkan 

hukum dapat memperoleh haknya, dan keputusan dapat dilaksanakan. 

Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum 

tidak sama dengan keadilan. Hukum bersifat umum, memaksa semua orang, 

bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individual 

dan tidak dapat disamaratakan.11 

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan 

hukum adalah melindungi kehormatan, harkat dan martabat serta 

 
10 Universitas Islam An-Nur, Ijab Kabul dalam Pernikahan, Lampung. https://an-

nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/ diakses pada 11 Juli 2023. 
11 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cet. Kelima, Yogyakarta: 

Liberty, 2007, hlm. 160 

https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/
https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/
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pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki  subjek hukum, berdasarkan 

ketentuan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Hadjon sendiri 

mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum berdasarkan 

sarananya, yaitu perlindungan preventif dan represif. 

Perlindungan preventif adalah rakyat diberi kesempatan untuk 

mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan 

perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.12 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang 

telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan 

hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh 

menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang 

telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada 

beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada 

beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai 

berikut:13 

 

 
12 Tim Hukumonline. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. Hukum 

Online. September 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-

menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all#! Diakses pada 8 Oktober 2023 
13 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010, hlm. 103 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all
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a) Teori Keseimbangan 

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara. 

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan 

dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap 

pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat 

keadaan pihak yang berperkara. Dalam Penjatuhan putusan, hakim 

mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau 

instuisi daripada pengetahuan dari Hakim. 

c) Teori Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam 

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar 

intuisi atau insting saja, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam 

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 

d) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya 

sehari-hari. 
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e) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 

yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar 

hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 

f) Teori Kebijaksanaan 

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, 

keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, 

mendidik, membina dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi 

manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. 

Dari banyaknya teori pertimbangan hakim di atas, dalam penelitian 

ini diambil teori-teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu, 

Teori Pendekatan Keilmuan, Teori Pendekatan Pengalaman, dan Teori 

Kebijaksanaan 

4. Teori Dispensasi Perkawinan 

Dispensasi kawin secara khusus diatur di dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin. Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 5 

diterangkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh 
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pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk 

melangsungkan perkawinan. 

Pada Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa 

hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas-asas 

berikut, yaitu: 

a. Kepentingan terbaik bagi anak 

b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak 

c. Penghargaan atas pendapat anak 

d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 

e. Non-diskriminasi 

f. Kesetaraan gender 

g. Persamaan di depan hukum 

h. Keadilan 

i. Kemanfaatan 

j. Kepastian hukum 

Selain dari itu, hakim dalam persidangan wajib memberikan nasihat 

kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri, dan Orang Tua/Wali Calon 

Suami/Isteri. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis normatif dan didukung dengan data lapangan berupa 
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wawancara sebagai dasar penguat argumentasi dalam analisis 

permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif 

merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik 

melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang 

bertautan dengan permasalahan yang diteliti.14 Penelitian ini didukung 

dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang didapatkan 

melalui pengamatan serta wawancara secara langsung dari lapangan yaitu 

Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan menggunakan berbagai sumber 

data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, teori hukum, dan Al-

Qur’an. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, 

dan pendekatan kasus. 

a. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan meneliti, mencermati, dan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang 

sedang dibahas/diteliti.15 

 
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 16 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 

28 
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b. Pendekatan Konseptual 

Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara melakukan 

pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang 

berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk 

membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian.16 

c. Pendekatan Kasus 

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus berkaitan dengan isu yang  dihadapi dan telah menjadi 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.17 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sejalan dengan jenis penelitian yang telah diterangkan, penelitian 

yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data 

yang didapatkan dari sumber utama dan bahan hukum sekunder sebagai 

sumber data dukungan. 

a. Bahan Hukum Primer 

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer 

yang diperoleh dari peraturan-peraturan sebagai berikut: 

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

 
16 Op.Cit., Muhaimin, hlm. 57 
17 Ibid., Muhaimin, hlm. 57 
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2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin 

5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

6) Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG 

7) Al-Qur’an 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder sendiri adalah data yang tingkatannya di bawah data 

primer yang berguna untuk mendukung data primer. Bahan hukum 

sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana 

hukum.18 Data sekunder merupakan data-data yang telah dikumpulkan 

kemudian diolah lalu disajikan oleh pihak lain. Sehingga baik bentuk 

maupun isi data sekunder telah dibentuk serta diisi oleh peneliti 

sebelumnya, peneliti selanjutnya pun tidak mempunyai pengawasan 

atas pengumpulan, pengelolaan, analisa ataupun kontruksi data. 

 
18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 13 
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Data sekunder pada penelitian ini mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang menjadi patokan, bahan 

pijakan, dan bahan referensi mengenai pemenuhan hak anak perempuan 

dalam perkawinan melalui dispensasi kawin. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menyumbangkan 

informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan 

internet.19 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik dalam pengumpulan data yang 

dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip isi dari dokumen 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-

literatur, artikel, dan sebagainya.20 Adapun studi kepustakaan ini 

menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan 

dan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau. 

 

 
19 Op.Cit., Muhaimin, hlm. 62 
20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, 

hlm. 52 
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b. Wawancara 

Teknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan wawancara 

berupa tanya jawab oleh peneliti dengan hakim yang memutuskan 

perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lubuklinggau sebagai data dukungan untuk penelitian. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis data secara kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara menganalisis penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang didapat dari 

responden yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan serta dari tingkah 

laku yang nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh. Dalam menggunakan analisis kualitatif, hal yang dipentingkan adalah 

kualitas dari data dan bahan hukum yang bermakna bahwa peneliti 

melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. 

Maka, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-

mata untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami 

kebenaran aturan hukum.21 Adapun data yang peneliti dapatkan berupa 

hasil wawancara langsung di lapangan yang kemudian diolah oleh peneliti 

untuk selanjutnya akan dianalisis dengan menyesuaikan permasalahan 

yang sedang diteliti. 

 
21 Op,Cit., Muhaimin, hlm. 129. 
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6. Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan cara deduktif 

yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersifat umum kepada kesimpulan yang khusus 

(konkrit).22 Pertama peneliti memperoleh fakta dan data dari hasil studi 

kepustakaan terkait permasalahan untuk kemudian ditarik kesimpulan. 

 
22 Ibid, Muhaimin, hlm.71 
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